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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah unsur terpenting dari negara Indonesia yang ada sejak dulu.
(Adon 2015: 4), “Secara etimologi, kata “Desa” berasal dari bahasa Sansekerta,
deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.”

Secara penamaan, nama desa sendiri diadopsi dari bahasa Sansekerta yang
berarti deca adalah tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam pengertian
yang umum, suatu perkumpulan dari beberapa pemukiman di area perkampungan/
perdesaan. Di Indonesia, istilah desa berdasarkan pembagian wilayah-wilayah
yang dalam struktur pemerintahan, desa di bawah naungan kecamatan yang
dipimpin oleh satu orang yang disebut kepala desa beserta struktur keanggotaan
atau perangkatnya.

Desa memainkan peran cukup penting dalam kemajuan Indonesia yang
ada sejak sebelum negara Indonesia terbentuk. Desa sebagai unit paling rendah
tingkatannya dari struktur pemerintahan, dimana desa terbentuk karena didasari
oleh adanya kepentingan, tujuan hidup bersama dan saling menjaga dan
melindungi dalam kurun waktu tertentu.

“Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of

houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus
rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang

diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.”
(Adon 2015: 4)



Pendapat di atas, sesuai dengan kenyataan bahwa perdesaan di Indonesia
memiliki adat istiadat masing-masing dan memiliki kewenangan masing-masing
sesui dengan aturan otonomi daerahnya.

Kebanyakan desa terdapat di pemukiman atau di perkampungan para
petani dan nelayan karena kita ketahui, di Indonesia sendiri terdiri dari pulau-
pulau yang dibatasi dengan lautan ( maritim).

Desa dalam sejarah Indonesia selalu diidentikkan dengan kemiskinan,
ketertinggalan, keterbelakangan dan wilayah yang berada jauh dari kota. Apalagi
sebelum dengan adanya Undang-Undang tentang desa yang berlaku saat ini sudah
berjalan, maka desa dipandang sebelah mata bahkan oleh masyarakat Indonesia
itu sendiri. Dimana ketika orang menyebut masyarakat desa maka yang muncul
dibenak kita adalah orang kampung, tertinggal dan miskin.

Dalam mengelolah alokasi dana desa yang sudah diberikan tersebut,
diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien mungkin. Pengelolaannya
harus tepat sasaran atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah masyarakat.
Efektivitas sendiri dimaknai sebagai suatu ukuran yang ditetapkan dalam
menjalankan kegiatan. Sehingga suatu program yang dijalankan sebuah desa
kepada masyarakatnya yang semakin banyak atau besar dan terrealisasi dalam
jangka waktu yang telah ditentukan maka semakin tinggi pula tingkat
efektivitasnya.

Efektivitas juga bisa diukur dari jauh mana pencapaian suatu komunitas
berdasarkan tingkatan kualitas kinerja (input dan output) yang dicapai berdasarkan

kurun waktu yang telah direncanakan.



Hal ini sesuai dengan pendapat Saxena dalam (Indrawijaya 2014: 176)
bahwa ‘“efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh
target (kualitas, kuantitas dan waktu) dicapai. Makin besar target yang
dicapai, semaikin tinggi efektivitasnya”.

Jadi sebuah target atau tujuan baik dalam skala kecil maupun besar
kemudian dirancang dalam program-program, maka meningkat pula tingkat
efektivitas yang diperolehnya. Namun tingkat efektivitas semakin tinggi itu
dicapai apabila setiap program itu kemudian mampu direalisasikan dengan tepat
guna atau bermutu tinggi. Perrow dalam (Indrawijaya 2014:177) Efektif itu harus
selalu berkaitan dengan suatu pencapain tujuan dari proses pelaksanaan suatu
pekerjaan yang dilakukan.

Pendapat Perrow di atas memberikan arti bahwa sebuah desa disebut
efektif apabila berjalan sesuai tujuan dan mampu melaksanakan program sebagai
turunan dari tujuan tersebut dengan baik dan mampu dirasakan oleh objek yang
dituju dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah
suatu studi yang mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dicapai
berdasarkan tujuan yang telah ditentukan kemudian diturunkan dalam bentuk
program kemudian direalisasikan dalam waktu yang tepat secara efektif dan
efisien.

Kesimpulan sementara mengenai efektivitas yang telah dipaparkan
berdasarkan teori di atas maka diharapkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan
alokasi dana desa bisa lebih efektif. Dengan adanya efektivitas tersebut, maka kita

dapat mengukur sejauh mana alokasi dana desa ini digunakan atau dikelola oleh



perangkat desa untuk kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian suatu desa.
Artinya bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya sebatas menghabiskan uang
negara, melainkan diutamakan pada asas kemanfaatan dan tepat guna bagi
masyarakat.

Pada kenyataanya, selama ini pengelolaan alokasi dana desa di banyak
tempat masih menyisahkan pekerjaan rumah bagi kita semua. Terdapat sebagian
desa yang belum jelas dan efektif dalam mengelola dana desa tersebut. Sehingga
apa yang menjadi tujuan bersama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan maju
tidak dapat tercapai dengan baik. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perencanaan
yang matang sehingga pengelolaan dana desa ini lebih bermanfaat bagi keperluan
masyarakat banyak.

Begitu juga dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Pantar Barat
Kabupaten Alor. Sejauh ini pengelolaan dana desa belum maksimal dan efektif.
Hal ini terjadi karena berangkat dari kenyataan bahwa kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) sebagai pengelola dan sumber daya sebagai pengontrol masih
jauh dari harapan yang ideal. Dengan kata lain Sumber Daya Manusia di Desa Illu
hanya sebatas jabatan kosong tanpa memiliki daya kreatipitas tinggi dalam
mengelola berbagai hal yang berkaitan dengan potensi lokal maupun alokasi dana
yang digulirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun dari
hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa sebenarnya pengelolaan alokasi
dana desa pada periode 2019 sudah berjalan. Menurut Sekretaris Desa
menyatakan bahwa untuk dana desa sendiri sudah dipakain semua (Ahmad

Beri,2020). Namun dalam mengelola alokasi dana desa ini belum mencakup



semua aspek yang ada di desa Illu. Hal ini dikarenakan pengelolaan alokasi dana
desa dikembalikan kepada kebutuhan dan keperluan masyarakat desa.

Tentu kurangnya efektivitas dan cakupan pengelolaan alokasi dana desa
yang belum begitu luas disebabkan karena berbagai faktor. Diantaranya tidak
terlibatnya masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan
serta pengawasan terhadap alokasi dana desa. Sebagaimana data yang peneliti
terima mengenai perencanaan alokasi dana desa sejauh ini memang hanya
menjadi ide atau kewenangan penuh kepala desa beserta perangkatnya.
Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, justru apa yang sudah dirancang
oleh pihak desa harus diterima oleh seluruh masyarakat desa, dan tidak adanya
transparasi pengelolaan dana desa.

Hal seperti ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
yang merupakan element terpenting dalam desa tersebut. Dengan melibatkan
masyarakat maka pembangunan atau pengelolaan dana desa kemudian dapat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Illu sejauh ini memang belum
efektif, namun hingga saat ini terdapat beberapa aspek pengalokasian yang sudah
berjalan baik dari aspek pembagunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat setempat. Meski demikian penggunaan Alokasi Dana
Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik (hal-hal yang berkaitan
dengan infastruktur). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa setiap alokasi dana

yang diturunkan untuk kebutuhan masyarakat setempat lebih banyak digunakan



untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan sekolah, jalan setpak, WC
umum dan seterusnya.

Alokasi dana desa pada periode 2019 desa Illu (Lobang 2019) sekitar
1.267.873.687, dimana  dengan rincinannya adalah  bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.340.435.895, bidang
pembangunan  sebesar Rp. 862.001.000, bidang  pembinaan
kemasyarakatan Rp. 26.566.318, dan bidang pemberdayaan masyarakat
sebesar Rp.31.870.474.

Dari data di atas, menggambarkan bahwa alokasi dana desa sejauh ini
hanya difokuskan pada aspek pembangunan infrastruktur semata. Sebagian besar
alokasi dana, di desa tersebut, hanya untuk membangun atau perbaikan jalan raya
berbentuk jalan setapak, bak penampungan air di setiap RT, lampu jalan,
penembokan di pinggir pantai dan pembuatan got mengatasi banjir, dan stunting
sehingga kedepannya alokasi dana desa dapat digunakan untuk pembangunan
sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat terutama pada aspek
ekonomi, pendidikan dan hal-hal sejenisnya yang berkaitan dngan pembangunan
sumber daya manusia. Hal ini diperlukan agar masyarakat desa Illu lebih mandiri
dan maju secara SDM.

Tidak heran bila efektivitas pengelolaan alokasi dana desa ini belum
tersentuh pada aspek pemberdayaan manusia. Tentunnya ini menjadi tanggung
jawab bersama. Pembangunan pada aspek pemberdayaan masyarakat merupakan
hal yang sangat penting untuk mewujudukan masyarakat yang maju dan mandiri.
Selain itu, tidak adanya formulasi yang tetap untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat dan juga kurang ide-ide kreatif yang dimiliki pengkat desa. sehingga

efektivitas pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab



kepala desa beserta perangkatnya, melainkan harus melibatkan semua unsur
termasuk masyarakat.

Dari latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik meneliti tentang
pengolalaan alokasi dana desa, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (Penelitian deskriptif di Desa Illu Kecamatan Pantara Barat,

Kabupaten Alor.-NTT

B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti membuat beberapa
indentifikasi masalah. Adapun tujuan dari indentifikasi masalah adalah
menjelaskan masalah-masalah yang dialami dalam pengelolaan alokasi dana desa.
Serta mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data dari masalah yang ada.
Adapun masalah yang telah diidentifikasi sebagai berikut:
1. Minimnya kreatifitas yang dimiliki oleh perangkat desa dalam rangka
mengalokasi dana desa di desa lllu;
2. Pembagunan yang masih berorientasi pada pembangunan fisik seperti jalan
setapak, lampu jalan, saluran air dan seterusnya;
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,
pengelolaan dan pengawasan;
4. Alokasi dana desa sudah digunakan semuanya oleh desa, namun
cakupannya belum luas, hal ini disebabkan karena tidak tepatnya
pengalokasian dan tidak adanya terobosan dalam melakukan hal yang

lebih besar.



5. Belum begitu efektif dalam pengelolaan karena hanya mencakup pada
beberapa aspek tertentu saja.

6. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada
masyarakat tentang dana desa.

7. Terkadang masyarakat merasa cuek dengan adanya program yang

direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah desa.

C. Rumusan Penelitian
Dari indentifikasi masalah yang dijelaskan, maka peneliti membuat
beberapa rumusan penelitian, diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Illu
Kecamatan Pantar Barat?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan
alokasi dana desa di desa Illu Kec. Pantar Barat?
3. Bagaimana upaya dalam menigkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dan
desa di desa Illu Kec. Pantar Barat?
D. Tujuan Penelitian
Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Illu Kecamatan Pantar
Barat.
2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan alokasi dana

desa di desa Illu Kec. Pantar Barat.



3. Upaya dalam menigkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dan desa di desa
Illu Kec. Pantar Barat
E. Manfaat Penelitian
Adapun makna yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang efektivitas
alokasi dana desa (ADD) pada sebuah desa.
b. Manfaat praktis
Penelitian ini bermanfaat dalam hal menambah pengalaman dalam
meneliti tingkat efektivitas alokasi dana desa menggunakan teori-teori dan
perilaku organisasi; dan
2. Bagi lembaga
Hasil penelitian menjadi usulan alternatif untuk lembaga sebagai bahan
pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan dan penyelengaraan ADD.
F. Kerangka Pemikiran
Istilah efektivitas dimaknai sebagai suatu ukuran yang ditetapkan dalam
menjalankan kegiatan. Sehingga suatu kegiatan atau program apabila semakin
besar target yang dicapai oleh sebuah organisasi, maka semakin tinggi pula
tingkat efektivitasnya. Dengan kata lain, efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran
dalam pencapaian dari tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi.
Efektivitas adalah instrument yang bias digunakan untuk mengukur Kinerja dan

bagaimana kinerja itu berefek pada kepuasan dalam kurun waktu tententu.



Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian dalam (Indrawijaya 2014: 175),
“efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, vyaitu;
“penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetatkan”.

Pendapat di atas lebih melihat pada baik atau sebaliknya dari setau kinerja
berdasarkan ketepatan, kesesuaian, dan kemanfaatan yang dialami oleh objek
tujuan.

Untuk itu jika pengertian di atas apabila dihubungkan dengan kegiatan-
kegiatan instansi/ pemerintahan sebagai kelompok pelaksana pembangunan maka
ada dua aspek yang bisa dinilai untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Kedua
aspek tersebut adalah aspek output (pengeluaran dan aspek input (masukan).
Aspek output sebagai unsur yang dapat dinilai, dilihat dari seberapa ketepatan,
kesesuaian dan kemanfaatan dari program-program yang telah ditetapkan oleh
pemerintah setempat dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sedangkan input
sebagai unsur yang dapat dinilai, dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki oleh
lembaga tersebut dan seberapa besaran anggaran yang alokasikan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan tahap selanjutnya sebagai aspek yang
dapat dinilai, dilihat dari apakah input dan output apakah seimbang atau
sebaliknya.

Saxena dalam (Indrawijaya 2014: 176), “Efektivitas adalah suatu ukuran

yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, waktu, yang

telah dicapai.”

Pendapat Saxena di atas memberikan kita pemahaman bahwa tingkat
kualitas suatu program yang dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu

yang telah ditetapkan adalah sebagai standar untuk menentukan tingkat efektifitas

suatu organisasi. Pendapat ini lebih melihat aspek keluaran (output) sebagai objek
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penilaian tingkat efektivitas dan cenderung tidak meilhat aspek input dari
organisasi. Input tersebut bisa berupa materi potensi lokal maupun anggaran dana
yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pembanding dari hasil output
tersebut.

Untuk itu jika membahas tentang efektivitas maka unsur utama yang
dilihat adalah efisiensinya. Dengan kata lain, efektifitas sebagai hasil subjektif
yang berdiri sendiri, sedangkan efisiensi sebagai unsur penunjang bagaimana
menentukan tingkat efektipitas. Mengenai efektivitas dan efisien dalam suatu
organisasi pemerintahan,

Epstein dalam (Indrawijaya 2014: 176), “menunjukan perbedaan dalam

kedudukan secara konseptual. Untuk mengukur efesiensi, pemerintah

melihat kedalam. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan instrument untuk
mengukur efisiens,diantaranya, penetapan biaya dari semua aktivitas,

Mutu dan kuantitas keluaran, dan kerumitan tentang beban kerja.”

Sedangkan efektivitas, pemerintah melihat keluar. Pengukurannya dapat
dilihat dari kondisi-kondisi masyarakat, melayani penemuhan, kepuasan klien, dan
dampak yang tidak diharapkan.

Pendapat Epstein di atas, dapat dimaknai bahwa dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh birokrasi atau pemerintah setempat, lebih cenderung melihat
pada hasil keluaran atau output nya (sebagai aspek efektivitas) dan tidak selalu
melihat seberapa akomodasi yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan (sebagai aspek efisien), sehingga banyak dan besarnya program yang
direalisasikaan, pemerintah lebih melihat aspek pencapaian (kemanfaatan)nya

daripada seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Teori di atas berangkat dari

kenyataan bahwa kadang, tujuan tercapai tetapi biaya yang dibutuhkan tidak
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sesuai harapan. Pada tahap inilah sebenarnya daya kreativitas sangat dibutuhkan
dari pengelola kebijakan (pemerintah) agar dapat merealisasikan program yang
tepat guna sekalipun biaya yang dibutuhkan jauh dari kata memadai.

Dari beberapa pendapat di atas, maka untuk menilai tingkat efektivitas
pada suatu organisasi, secara keseluruhan dapat ditentukan oleh ketercapaian.
Tingkat ketercapaian dapat pula dilihat dari kesesuaian program-program yang
direalisasikan dengan tepat guna dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Semua
pencapaian tersebut tentunya sesuai dengan tujuan organisasi.

Hakikatnya wilayah penilaian efektivitas, tidak hanya sebatas pada aspek
internal organisasi tetapi juga berhubungan dengan aspek luar organisasi. Aspek
internal pengelola pembangunan idealnya harus memiliki potensi pengelolaan
yang memadai. Potensi pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana aspek
kreativitas sangatlah penting dimiliki pengelola pembangunan (pemerintah) untuk
mengelola sumber daya yang ada. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana
pengaruh situasi terhadap keberadaan birokrasi yang mengharuskan terjadinya
penyesuaian diri. Dengan kata lain, kehadiran organisasi haruslah survive
terhadapat perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dipayunginya. Yang
dimaksud dengan survive adalah penyesuaian tujuan yang diturunkan berupa
program-program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi
organisasi desa yang sangat jelas kehadiran dan pemanfaatannya untuk
masyarakat setempat. Untuk itu sebagai ukuran penilaian yang imbang,

Organisasi desa yang baik adalah yang mampu menyesuaikan kebutuhan
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masyarakat desa dan mampu memperdayakan sumber daya yang ada dalam desa
untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan berkemajuan.

Selanjutnya ada beberapa model yang dapat dijadikan alat untuk mengukur
tingkat efektivitas suatu organisasi.

(Indrawijaya 2014: 187) Diantaranya yaitu “teori System Model yang

dikemukakan oleh Emitai Etzzioni sebagai pendekatan pengkuran tingkat

efektivitas. System Model ini mencakup empat Kriteria yaitu. 1) adaptasi;

2) integrasi; 3) motivasi; dan 4) produksi”.

Adaptasi sebagai alat pengukuran tingkat efektivitas adalah bagaimana
organisasi itu dari masyarakat setempat dan mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungan setempat. Penyesuaian organisasi dengan lingkungan dapat dilihat dari
penyesuaian tujuan dan program kerja organisasi yang direalisasikan.

Integrasi, sebagai salah satu aspek penetu tingkat efektivitas adalah
bagaimana upaya organisasi dalam menyelaraskan tujuan secara kolektif dari
masyarakat dan mampu membangun partner kerja dengan kelompok-kelompok
progres dalam masyarakat serta bagaimana organisasi membangun pola
komunikasi yang efektif sebagai wujud dari ruang aspirasi.

Motivasi, sebagai satu dari beberapa aspek penentu penilaian tingkat
efektivitas adalah bagaimana pola hubungan antara sesama dengan organisasi
sebagai usaha mendengarkan dan atau menampung aspirasi untuk kemudian hal
itu dijadikan program prioritas baik jangka pendek, jangka menengah maupun
jangka panjang.

Sedangkan Produksi sebagai unsur penting dalam mengukur tingkat

efektivitas suatu organisasi adalah bagaimana setiap program yang direalisasikan
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sebagai ejahwantah dari tujuan organisasi, memiliki mutu dan kualitas yang
tinggi. Mutu dan kualitas yang tinggi dapat diukur dari seberapa besar asas
kemanfaatan setiap kinerja yang dilakukan organisasi terhadap masyaarkat yang
dipayunginya.

Georgepoulos (Indrawijaya 2014: 187) mengemukan pendapatnya tentang

instrument yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas.

Georgepoulos menawarkan tiga unsur penting yang dapat dijadikan cara

untuk mengukur efektivitas. Ketiga unsur itu adalah, 1) produktivitas; 2)

Tekanan stress; dan fleksibilitas.

Produktivitas dalam mengukur efektivitas adalah bagaimana setiap
program yang direalisasikan (yang merupakan turunan dari tujuan) memiliki mutu
yang tinggi. Mutu yang tinggi dalam hal ini adalah kesesuaian program yang
direalisasikan sesui dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki asas
kemanfaaran yang besar. Tipe Produktivitas yang dimaksud Georgepoulos dalam
hal ini lebih melihat output dari kinerja organisasi tersebut dapat meningkatkan
kesejahteraan dari aspek pemberdayaan ekonomi yang stabil yang ditargetkan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Tekanan Stress yang oleh Georgepoulos dijadikan suatu keadaan yang
dapat digunakan untuk mengukur efektivitas adalah potret respon dari stimulus
dan respon (respon dalam hal ini adalah reaksi masyarakat dan stimulus adalah
program yang dilayangkan pelaku pembangunan) sebagai sesuatu yang dianalisis
kemudian dijadikan argumen dasar untuk menentukan tingkat efektivitas.

Sedangkan Fleksibilitas sebagai cara mengukur efektivitas adalah

bagaiamana kehadiran organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungan dimana organisasi berada sebagai aspek eksternal, juga mampu
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menyesuaikan kinerja (dalam hal melaksanakan program) agar dapat
menyesuakan biaya yang dimiliki.

Untuk memperjelas teori analisis dalam penelitian in, peneliti menilai
bahwa teori Georgepoulos-lah yang lebih mendekati rumusan masalah dalam
penelitian ini. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori
Georgepoulos yaitu bagaimana Produktivitas, Tekanan stress, dan Fleksibilitas
dijadikan alat diagnosa untuk mengetui efektivitas organisasi/ desa Illu,
Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa tenggara Timur (NTT).

Agar muda dipahami maka peneliti membuat kerangka pemikiran dalam
bentuk gambar, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Model Implikasi

»
»

v

»
»

) / N \ 4 ~
Peraturan Desa Efektivitas Peningkatan
[1lu Nomor 2 oh
Tahun 2019 Hasil studi Georgepoulos Efektl;/r:as
tentang Anggaran (dalam Adam lbrahim, 2014 Pengelolaan
i Dana Desa
Pendapatan dan 188) mengenai pengukuran
Belanja Desa Illu efektivitas qalam orgzimisasi
Tahun Anggaran yang berhasil. Menunjukkan
2019 ) 3 unsur : \_ y,
1. Produktivitas
2. Tekanan stress

\ 3. fleksibilitas
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Proposisi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan efektif jika dilakukan dengan
meningkatkan Produktivitas, mengrangi tekanan stress dan fleksibilitas

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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